
 

 
 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 59 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  

DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 

2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan 

perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan 

Masyarakat Kabupaten Temanggung;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 5679); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 451); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 68)  sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 129); 

7. Peraturan Bupati Temanggung 56 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 

(Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020 

Nomor 56); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN 

TEMANGGUNG. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.  

2. Bupati adalah Bupati Temanggung. 



3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung. 

5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD, adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 

adalah Unit Organisasi bersifat Fungsional yang memberikan layanan 

secara professional. 

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 

dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 

pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional 

yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

BAB  II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas; 

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Puskesmas Temanggung; 

b. Puskesmas Tlogomulyo; 

c. Puskesmas Tembarak; 

d. Puskesmas Selopampang; 

e. Puskesmas Pringsurat; 

f. Puskesmas Kranggan; 

g. Puskesmas Pare; 

h. Puskesmas Parakan;  

i. Puskesmas Traji; 

j. Puskesmas Bulu; 

k. Puskesmas Ngadirejo; 

l. Puskesmas Kaloran; 

m. Puskesmas Tepusen Kaloran; 

n. Puskesmas Candiroto; 

o. Puskesmas Bejen; 



p. Puskesmas Bansari; 

q. Puskesmas Wonoboyo; 

r. Puskesmas Tretep; 

s. Puskesmas Kedu; 

t. Puskesmas Kledung; 

u. Puskesmas Kandangan; 

v. Puskesmas Jumo; 

w. Puskesmas Gemawang; 

x. Puskesmas Dharma Rini; 

y. Puskesmas Rejosari; dan 

z. Puskesmas Banjarsari Ngadirejo. 

(1) Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang 

diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD, dalam melaksanakan 

tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas Kesehatan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala 

Bidang, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. 

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan  

jabatan struktural. 

Pasal 3 

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat dibidang kesehatan. 

BAB  III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

(1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari : 

a. Kepala;  

b. Subbagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari  Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 5 

(1) Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat 

Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan 

analisis beban kerja 

 



Pasal 6 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis 

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan 

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut  

dengan Peraturan Kepala Dinas. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 7 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Puskesmas, Kepala 

Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan  

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan  

internal masing-masing  maupun antar satuan  organisasi di lingkungan 

Puskesmas, sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian wajib mengawasi  

bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

(3) Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian bertanggungjawab  memimpin 

dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan  

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta 

menyampaikan  laporan berkala secara tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian 

dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut. 

(6) Dalam  penyampaian  laporan  kepada  atasan,  tembusan  laporan wajib  

disampaikan  kepada  satuan  organisasi  lain  yang  secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dan unit organisasi 

di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahan. 

BAB  VI 

KETENTUAN  PERALIHAN 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang lama 

tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru. 






